SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa sehubungan dengan bertambahnya objek retribusi berupa
retibusi terminal angkutan barang, serta sebagai upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengubah
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Tahun
2013 Nomor 1585);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2011 Nomor 4), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 6);
b. Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
c. Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor

11);

diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1, setelah angka 37 ditambahkan 1 (satu) angka baru

yakni angka 38, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang Pribadi adalah orang perseorangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan
daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan
pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta
pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos
Pemeriksaan Hewan.

Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian
tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
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Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola
olenh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh
Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupamesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang
digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan.

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
retribusi daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebiham
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
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Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administarsi berupa
bunga dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah
adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan
Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumabh.

Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil
penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar
moda transportasi.



2. Ketentuan dalam Lampiran Ill, ditambahkan mengenai besaran tarif Retribusi
Pelayanan Terminal Barang, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 020-2/2015
Salinan Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002



SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

No | Jenis Pelayanan Jenis Kende}rgan/Ukuran Tarif (Rp) Keterangan
Fasilitas
1 2 3 4 5
1. | Penyediaan a. Angkutan Perkotaan 500,- sekali masuk
tempat untuk (Angkot);
menaikkan dan b. Mobil Penumpang 500,- sekali masuk
menurunkan Umum;
penumpang / c. Bus Ekonomi; 1.500,- sekali masuk
jalur d. Bus Non Ekonomi; 2.000,- sekali masuk
keberangkatan
dan kedatangan
2 | Penyediaan a. Kendaraan bukan
Tempat Parkir umum :
1. Mobil Penumpang; 2.000,- | 1x parkir/12 jam
2. Dihapus; - -
3. Sepeda Motor; 1.000,- | 1x parkir/12 jam
4. Sepeda. 500,- | 1x parkir/12 jam
b. Bus Non Ekonomi 2.000,- | 1x parkir/12 jam
c. Bus Ekonomi 1.500,- | 1x parkir/12 jam
3. | Pemakaian Hak Kios / Bedak (3m x 2m, 1.000,- /m2/hari
Penempatan 3m x 4m, 3m x 3m, 3m X
2,5m) (Untuk penggunaan
tempat usaha supaya
diatur juga balik nama
apabila dialihkan pada
pihak lain dan daftar
ulang)
4 | Pemakaian Kamar Mandi/WC/Urinoir : 2.000,- Sekali pakai
Fasilitas Lainnya |a. Mandi / Buang Air
Besar; 1.000,- Sekali pakai
b. Buang Air Kecil.
Perizinan Untuk setip pembelian 10.000,-
atau perpanjangan izin
pemakaian kios atau
fasilitas terminal lainnya
(Izin sebagaimana
dimaksud di atas berlaku
selama 2 (dua) Tahun).




B. TARIF RETRIBUSI TERMINAL BARANG

No Pei]ae;jllrslan Jenis Keg;j;:?tzrsl/Ukuran Tarif (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Penyediaan a. Mobil Barang dengan JBB < 3.000,- /hari/kegiatan
Tempat 3.500 kg (pick up)
Bongkar Muat | b. Mobil Barang dengan JBB < 4.000,- /hari/kegiatan
3.500 kg (truck roda
engkel/engkel tunggal)
c. Mobil Barang dengan JBB > 5.000,- /hari/kegiatan
3.500 kg (truck roda
ganda/engkel ganda)/sejenis
d. Kereta Gandengan (truck | 10.000,- /hari/kegiatan
besar) (s/d 15 ton)
e. Kereta Tempelan/Kontainer | 20.000,- /hari/kegiatan
(>25 ton)
2 | Penyediaan a. Kereta Tempelan (Kontainer) 7.000,- 1x Parkir/12 jam
Tempat Parkir (>25 ton)
b. Kereta Gandengan (truck 7.000,- 1x Parkir/12 jam
besar) (s/d 15 ton)
c. Mobil Barang dengan JBB > 5.000,- 1x Parkir/12 jam
3.500 kg (truck roda
ganda/engkel ganda)/sejenis
d. Mobil Barang dengan JBB < 4.000,- 1x Parkir/12 jam
3.500 kg (truck roda
engkel/engkel tunggal)
e. Mobil Barang dengan JBB < 3.000,- 1x Parkir/12 jam
3.500 kg (pick up)
f. mobil penumpang (mobil 3.000,- 1x Parkir/12 jam
pribadi)
g. sepeda motor 2.000,- 1x Parkir/12 jam
3 | Pemakaian a. sewa gudang 1.000 ,- per m2 per hari
Hak b. sewa kios 1.000,- per m2 per hari
Penempatan
4 | Pemakaian a. tempat penginapan 60.000,- per malam
Fasilitas b. tempat cuci kendaraan 10.000,- per 1lkali cuci
Lainnya kendaraan
c. toilet 1.000,- untuk Buang Air
Kecil
2.000,- untuk mandi dan

Buang Air Besar

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI




